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 ABSTRAK 

 

Kejahatan Penipuan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan layanan SMS telah 
banyak menimbulkan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon 
seluler itu sendiri. Penggunaan telepon seluler di era globalisasi saat ini, merupakan 
kebutuhan yang sangat penting. Gaya hidup Going Mobile, dimana orang ingin 
menghubungi dan dihubungi dimanapun berada, menyebabkan telepon seluler menjadi 
salah satu alat, yang perlu untuk dimiliki dan dibawa kemana saja oleh setiap orang. 
Peningkatan kepemilikan atas telepon seluler memperlihatkan, bahwa alat yang 
dipergunakan untuk proses komunikasi sekunder ini, menjadi barang yang penting 
untuk dimiliki. Dari hal tersebut, secara langsung dapat dikatakan bahwa telepon 
seluler, sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Dari penjelasan di atas ada 
beberapa masalah yang timbul diantaranya : Bagaimana pesan yang dikirim melalui 
fasilitas telepon seluler dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti 
lainya sebagaimana dimaksud KUHAP dan UU ITE ? Bagaimana proses transformasi 
barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana Short Message 
Service dilihat dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ? Bagaimana Peranan 
penyidik dalam proses pembuktian terhadap telepon seluler sebagai alat bukti ? 
Penelitian ini dilihat dari tujuananya termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian 
ini, merujuk kepada keseluruhan data, yang mencakup bahan hukum primer (bahan-
bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum 
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
hukum sekunder). Solusi atas permasalahan yang muncul ini di mulai dengan Tindakan 
sadar akan hukum dari masyarakat pengguna telpon itu sendiri serta peran aktif, 
Perusahaan-perusahan telekomunikasi selaku provider di harapkan dapat mencegah 
terjadinya kembali tindakan-tindakan penipuan melalui telepon seluluer. Alat bukti 
elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya dengan 
tegas diakui sebagai alat bukti yang dan penuh di pengadilan asalkan memenuhi 
persyaratan-persayaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, 
Wewenang mengenai tindakan yang dimaksud dengan penyidikan  adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu membuat terang, 
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 


